SALINAN

LURAH PATALAN

KAPANEWON JETIS, KABUPATEN BANTUL

PERATURAN LURAH PATALAN

NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS TENTANG PERATURAN LURAH PATALAN NOMOR 9
TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN 2022 AKIBAT
DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

KALURAHAN PATALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :

Mengingat :

LURAH PATALAN,

a. bahwa dengan dilakukan validasi, finalisasi ulang dan

penetapan perubahan terhadap calon penerima
bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa sebagaimana
yang terlampir dalam Peraturan Lurah Patalan Nomor
9 Tahun 2021 Tentang Penetapan Daftar Penerima
Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa
Tahun 2022 Akibat Dampak Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) Kalurahan Patalan;

. bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Lurah
Patalan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Lurah Patalan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang
Penetapan Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung
Tunai (BLT) Dana Desa Tahun 2022 Akibat Dampak
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
Kalurahan Patalan;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;



Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5339);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilisasi Sistem Keuangan
Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi
Ancaman Membahayakan Perekonomian Nasional
Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4828);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan dan Pengelolan Bantuan Bencana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4829);



10.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang
Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6487);

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi
Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 34);



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang
Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-
19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Penetapan Kedauratan Kesehatan Masyarakat Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19);

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang
Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104
Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 6);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019
tentang Pedoman Umum  Pembangunan  dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);



21.

22.

23.

24.

25.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
961);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016
tertanggal 29 Maret 2016 tentang Tata Cara
Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan
dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199 /PMK.07/2017
tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap
Kabupaten/Kota Dan Penghitungan Rincian Dana Desa
Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1884);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 /PMK.07 /2020
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
69/PMK.07/2021 tentang Peraturan Kementerian
Keuangan (PMK) tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07 /2020 tentang
Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 718);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 149) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
94 /PMK.07/2021 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun
Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan
Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 825);



26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424)

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019
tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
961);

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan
Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2020 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun
2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor
87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul
Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018
Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Bantul Nomor 104);

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun
2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9);
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun
2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah

Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);



33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun
2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan
(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Bantul Nomor 131);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa
(Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor
42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Bantul Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2016 Tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
(Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor
55);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2020 Nomor 47);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 Tentang
Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2020 Nomor 86);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum
Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun
2020 Nomor 87);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2020
tentang Tata Naskah Dinas Bagi Pemerintah Kalurahan
(Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor
134);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2021 tentang
Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat
Khusus Kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten

Bantul Tahun 2021 Nomor 23);



Memperhatikan

Menetapkan

40.

41.

42.

Peraturan Desa Patalan Nomor 07 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun
(RPJM Desa Patalan Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa
Patalan Tahun 2019 Nomor 07);

Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 5 Tahun 2021
tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Patalan
Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Patalan
Tahun 2021 Nomor 5);

Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 9 Tahun 2020
tentang Kewenangan Kalurahan Patalan (Lembaran

Kalurahan Patalan Tahun 2020 Nomor 9);

: Hasil Keputusan Musyawarah Kalurahan Khusus tentang

Penetapan Perubahan Calon Keluarga Penerima Manfaat
Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Patalan
Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul Tahun 2022 pada
tanggal 9 Februari 2022.

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN LURAH PATALAN TENTANG PERUBAHAN

ATAS PERATURAN LURAH PATALAN NOMOR 9 TAHUN
2021 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PENERIMA
MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA
DESA TAHUN 2022 AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) KALURAHAN
PATALAN.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Lurah Patalan Nomor 9 Tahun 2021
Tentang Penetapan Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai
(BLT) Dana Desa Tahun 2022 Akibat Dampak Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) Kalurahan Patalan (Berita Kalurahan Patalan
Tahun 2021 Nomor 9), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 3
(1) Sasaran penerima BLT-DD adalah keluarga miskin atau tidak
mampu yang berdomisili di Kalurahan bersangkutan dan tidak
termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH),

Kartu Sembako, Kartu Pra-kerja, Bantuan Sosial Tunai dan Program

Bantuan Sosial Pemerintah lainnya yang merupakan penduduk

Kalurahan setempat yang dibuktikan dengan Nomor Induk

Kependudukan, Nomor Kepala Keluarga dan bertempat tinggal di

Kalurahan;

(2) Pendataan menggunakan form resmi yang dibuat dan ditentukan
oleh Pemerintah Kalurahan;
(3) Mekanisme pendataan meliputi:

a. Basis pendataan calon Keluarga Penerima Manfaat BLT adalah
Rukun Tertangga dan Padukuhan;

b. Calon keluarga penerima manfaat BLT adalah keluarga miskin
atau tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
diajukan oleh dukuh setelah ditetapkan didalam musyawarah
padukuhan;

c. Setiap calon keluarga penerima manfaat dilakukan verifikasi
sebagaimana huruf b dilakukan verifikasi lapangan oleh tim
yang ditetapkan dengan keputusan Lurah;

d. Pelaksanaan  verifikasi lapangan  menggunakan  form
sebagaimana dimaksud ayat (2);

e. Data verifikasi lapangan terhadap calon keluarga penerima
manfaat BLT dibahas dalam musyawarah Kalurahan khusus
untuk validasi dan penetapan calon keluarga penerima manfaat
BLT yang dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani
oleh Lurah, Bamuskal dan perwakilan masyarakat;

f. Berita acara yang sudah ditandatangani disampaikan kepada

Panewu untuk mendapatkan pengesahan;



g. Data penerima BLT Dana Desa ditetapkan dalam Peraturan
Lurah.

(4) Nama-nama Keluarga Penerima Manfaat BLT tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan
ini.

(5) Mekanisme Pergantian meliputi :

a. Pergantian Keluarga Penerima Manfaat BLT dapat dilakukan
apabila Keluarga Penerima Manfaat BLT meninggal dunia
dan/atau mengundurkan diri dan/atau pindah domisili
dan/atau dobel bantuan sosial lainnya.

b. Pelaksanaan pergantian Keluarga Penerima Manfaat BLT
sebagaimana yang dimaksud ayat (5) huruf a dapat digantikan
dengan Keluarga Penerima Manfaat BLT cadangan sesuai
lampiran dalam peraturan ini atau melalui musyawarah
Kalurahan khusus.

c. Data Pergantian Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa

ditetapkan dalam Peraturan Lurah.

2. Ketentuan Lampiran [ Peraturan Lurah Patalan Nomor 9 Tahun 2021
Tentang Penetapan Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai
(BLT) Dana Desa Tahun 2022 Akibat Dampak Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) Kalurahan Patalan diubah, sehingga berbunyi
sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.



Pasal II

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan.

Ditetapkan di Patalan

pada tanggal, 9 Februari 2022
LURAH PATALAN,

ttd.

SAYUDI
Diundangkan di Patalan
pada tanggal, 9 Februari 2022
CARIK PATALAN,
ttd.

EFFENDI DHARMAWAN PRASETIO

BERITA KALURAHAN PATALAN TAHUN 2022 NOMOR 1

Salinan Sesuai dengan aslinya,
Aqi, Garike Patalan
Ke Jragan Pangripta,

RUSWANTA ——

Ewon >




